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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang  secara  elektronik,  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  XXXXXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir

Tumbuk  Tebing,  31  Desember  1998,  agama  Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman di  Desa Tumbuk Tebing,  xxxxxxxxx

xxxxx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

dengan alamat email  XXXXXXXXXXXXXXXX,  sebagai

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT,  NIK  XXXXXXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir

Manna,  20  Desember  1983,  agama Islam,  pekerjaan

xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman

di xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx

xxxx  xxxxx,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  xxxxxxxx

xxxxxxxx, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024

telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Manna,  dengan  Nomor
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386/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal  13 November 2024,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa, Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang

sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2005, sebagaimana

tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :   XXXXXXXX  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Manna,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 27 Desember 2005, dengan status perkawinan

perawan dan Jejaka;

2. Bahwa,  selama  menikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  bergaul  sebagai  suami  istri  dan   memiliki  2  orang  anak  yang

bernama

1. XXXXXXXX Tempat tanggal lahir,  Tumbuk Tebing 14 Desember

2006, umur 18 tahun Laki-Laki  pendidikan SLTA sekarang ikut Tergugat

2. XXXXXXXXXXX Tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 06 Juni

2019 umur 5 tahun Laki-Laki pendidikan TK. Sekarang ikut Tergugat.

3. Bahwa,  setelah   menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Tumbuk Tebing

xxxxxxxxx  xxxxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx  selama  16  tahun.

Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat di

alamat yang sama  sampai akhirnya berpisah

4. Bahwa, terakhir tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat

di  rumah nenek Penggugat  di  xxxx xxxxxx xxxxxx,  Kecamatan  Bunga

Mas, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2006

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  goyah, yaitu

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, Tergugat berselingkuh denga wanita lain

b. Bahwa, Tergugat  menjual  barang-barang  pemberian  orang  tua

Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat
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6. Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Februari

2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, saat ini ( Penggugat

tetap tinggal dirumah milik nenek Penggugat sedangkan Tergugat pulang

kerumah milik orang tua Tergugat)

7. Bahwa,  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan  untuk

kembali membina rumah tangga; 

8.Bahwa,  pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

9.------Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah

memenuhi  unsur  Undang-  Undang  No  1  tahun  1974  Jo  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal

116,  sehingga  berdasar  hukum  untuk  menyatakan  gugatan  cerai  ini

dikabulkan;

10.Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

terbaik  adalah  bercerai  walaupun  harus  membayar  biaya  perkara  dan

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  memberikan

putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

berdasarkan berita acara surat tercatat (relaas) tanggal 08 November 2024 dan

tanggal 26 November 2024 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini selanjutnya 

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan 

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak 

dapat didengarkan;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  dan

perkara  ini  diajukan  oleh  Penggugat  secara  elektronik  (e-court)  maka

pemeriksaan dan persidangan perkara ini  dilaksanakan secara elektronik (e-

litigation);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna

xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx,  Nomor  003/03/I/2006

Tanggal  27  Desember  2005.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti surat (P), diberi tanggal dan paraf

Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI  2,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Desa  Tumbuk  Tebing
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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xxxxxxxxx  xxxxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; 

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berhadapan; 

- Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya adalah Samsudin; 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  selama  berumah  tangga  tinggal  di

rumah nenek Penggugat sampai pisah; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal  bersama

Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai

goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,  terjadi  sejak

tahun 2023; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya yaitu masalah ekonomi Tergugat

tidak memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan dan cerita orang

tua Penggugat dan saksi juga pernah menyampaikan kepada Tergugat

supaya memberikan nafkahnya kepada Penggugat tapi  Tergugat diam

saja; 

- Bahwa  Tergugat  yang  bekerja  sebagai  pedagang  perabotan  rumah

tangga keliling, mobil  yang digunakannya adalah mobil  yang dibelikan

oleh orang tua Penggugat, diam-diam oleh Tergugat mobil itu dijual dan

uang tidak diberikan kepada Penggugat tetapi dihabiskannya sendiri; 

- Bahwa  awalnya  saksi  mengetahui  peristiwa  tersebut  dari  cerita

Penggugat dan orang tuanya namun setelah saksi perhatikan memang

mobil yang biasa dipakai oleh Tergugat tersebut tidak ada lagi di rumah

Penggugat; 

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Widia akan

tetapi itu sudah lama sekali; 
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- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sampai sekarang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah

tidak ada komunikasi lagi; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  Penggugat

danTergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Saksi 2, SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxx  xxxxxx  xxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxx  xxx

Kabupaten Bengkulu Selatan,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya adalah Samsudin; 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi

kemudian  pindah  ke  rumah  orang  tua  saksi  posisinya  bersebelahan

dengan rumah saksi sampai dengan mereka berpisah; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal  bersama

Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai

goyah; 

- Bahwa  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  terjadi  sejak

memiliki anak yang kedua; 

- Bahwa saksi  mengetahui  penyebabnya yaitu  setelah  Tergugat  pernah

saksi  belikan mobil  dan saksi  berikan modal  untuk berdagang keliling

(ngampas) barang-barang berupa perabotan rumah tangga, akan tetapi

semenjak  itu  Tergugat  sering  pulang  subuh,  bahkan  kerap  kali  tidak

pulang ke rumah dan ketika saksi atau pun Penggugat menanyakan hal

tersebut Tergugat menjawab mengobrol bersama teman-temannya; 

- Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  uang  hasil  dagangannya

kepada Pengugat;
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- Bahwa saksi lah yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan Penggugat

dan anak-anaknya; 

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Tergugat adalah mobil yang dibelikan

oleh saksi, namun diam-diam mobil tersebut dijual oleh Tergugat mobil

dan  uang  penjualan  mobil  tersebut  pun  tidak  diberikan  kepada

Penggugat tetapi dihabiskannya sendiri; 

- Bahwa sepengetahua saksi mobil tersebut sudah di jual oleh Tergugat

kepada adiknya; 

- Bahwa  saksi  akhirnya  menanyakan  langsung  kepada  adik  Tergugat

berapa  harga  mobil  tersebut  dijual  oleh  Tergugat  lalu  adik  Terguga

menjawab bahwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dan alasan Tergugat menjual mobil tersebut karena

Tergugat banyak hutang; 

- Bahwa kalau masalah selingkuh saksi hanya tahu dari cerita adik ipar

saksi benar atau tidak saksi tidak tahu; 

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sampai sekarang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan; 

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  selama  berpisah  rumah

sudahtidak ada komunikasi lagi; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan,

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang 

menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai 

gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian 

pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai Hakim Majelis, namun 

oleh karena adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Manna, 

maka pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan dengan memakai 

Hakim Tunggal, hal tersebut dapat dilaksanakan karena Pengadilan Agama 

Manna telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung dengan nomor Surat 

09/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 untuk memeriksa perkara 

dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat 

hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak 

pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg jo. Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut

bukan sebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka 

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar

Penggugat  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009  jo. Pasal

39  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  ternyata  tidak  berhasil,

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan
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oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2016

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena 

perkara ini diajukan secara elektronik (e-court) maka dengan sendirinya 

persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-

litigation) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 

20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepubIik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan 

perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi ketidak 

harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan 

November tahun 2006, dengan sebab Tergugat telahh menjalin cinta dengan 

beberapa orang wanita yang antara lain bernama Widya, Sutri dan Desmi, 

hingga puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 dimana Tergugat menjual 

mobil pemberian orang tua Penggugat yang seharusnya digunakan untuk 

berusaha tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga karena permasalah 

tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan 

Februarti tahun 2024 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya pada saat 

perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, 

maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau 

sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan 

permeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus 
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verstek. Meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan 

Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

putusan perkara a quo adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 

283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh 

karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil 

gugatannya (Actori In Cumbit Probatio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P yaitu fotokopi 

Kutipan Akta Nikah/ serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya 

setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup

dan dinazegelen, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan 

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) setelah 

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan

ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang 

membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 

1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang 

berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) isinya 

menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 

Desember 2005 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan 
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Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 2005 dan masih terikat oleh

suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan 

serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan cerai 

terhadap Tergugat  dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta 

Nikah) tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah 

mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi

syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., 

sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  merupakan  orang-orang  dekat

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  merupakan  orang-orang  dekat  Penggugat/

keluarga  Penggugat,  maka  maksud  dalam  ketentuan  Pasal  22  Ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  kebolehan  saksi  keluarga  dalam  perkara

perceraian adalah merupakan ketentuan  lex specialist karena secara filosofis

keluarga  adalah  orang  dekat  yang  dipandang  paling  mengetahui  tentang

kondisi  keperdataan  tertentu  yang  bersifat  privasi  sehingga  hal  ini  sesuai

dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
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Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan

keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk

perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  menerangkan  awalnya

kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  baik-baik  atau  rukun  saja,

namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi

karena sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat

telah  menjual  harta  pemberian  orang  tua  Penggugat  tanpa  sepengetahuan

Penggugat  hingga  akhirnya  karena  permasalahan  tersebut  menyebabkan

Penggugat dan Tergugat berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang,  bahwa  fakta  tentang  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/

didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  306,  308  dan  309  R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat, bukti  surat

dan  saksi-saksi  Penggugat,  cukup  menjadi  dasar  bagi  Hakim  untuk

menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa  antara  Penggugat dengan  Tergugat telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

 Bahwa rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sudah tidak

rukun  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus;

 Bahwa antara  Penggugat dengan  Tergugat sudah tidak  tinggal

serumah layaknya suami isteri sejak bulan Februari tahun 2024 atau selama

10 (sepuluh) bulan;

 Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak

pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
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 Bahwa Penggugat dengan  Tergugat telah diupayakan agar tetap

rukun, namun  tidak  berhasil  dan  saksi-saksi  juga  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  dan  berselisih

secara terus-menerus;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar

bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam

setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  junctis  Pasal  31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang

dekat  telah  pula  menasihati  dan  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,

namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  serta

dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir  di  muka sidang yang dinilai

sebagai  bentuk  ketidakinginan  Tergugat untuk  menyelesaikan  dan  atau

mempertahankan  rumah  tangganya  secara  baik-baik,  sedangkan  dalam

kesimpulannya  Penggugat  tetap  bertekad  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,

yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat

dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka

tetap  dipaksa  hidup  di  bawah  satu  atap,  bukan  keharmonisan  yang  akan

dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat
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merupakan  jalan  terbaik  dan  maslahah dari  pada  tetap  mempertahankan

perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

telah  pecah  serta  sulit  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat

Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal

3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian

apabila  dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh

yang berbunyi :

المصالح جلب علي مقدم المفاسد درء

Artinya: Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor:  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana  dimaksud  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal

19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f

Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  gugatan  Penggugat  agar  pengadilan

menjatuhkan  talak  Tergugat kepada  Penggugat  di  dalam  persidangan

Pengadilan  Agama  Manna  sebagaimana  tercantum  dalam  petitum  angka  2

(dua)  adalah beralasan untuk dikabulkan,  tanpa mempersoalkan siapa yang

salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena
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tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  (vide

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  38.K/AG/1990

tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  karena

Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  maka  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  sedangkan  gugatan

Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat

dikabulkan  dengan  verstek,  sebagaimana  hadist  Rasulullah  SAW  dan  juga

dalam  kitab  Al  Anwar  juz  II  halaman  149  yang  sekaligus  diambil  sebagai

pendapat Hakim: 

)لـه حـق ل ظـالم فهو يجب فلم المسلمـين حكام من حاكم الى دعى من

(الدارقطني رواه

Artinya:  ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

والحكم والبينة الدعوى سماع جاز اوتعـززه لتواريه احضاره تعـذر وان 

(١٤٩-٢-النوار )عليه

Artinya:  “Bila  Tergugat  berhalangan hadir  karena bersembunyi  atau enggan,

maka  Hakim  boleh  memeriksa  gugatan  dan  pembuktian  serta  boleh  pula

menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum

pernah  terjadi  perceraian  dan  dengan  memperhatikan  pertimbangan-

pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum  Islam,  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat sebagaimana pendapat ulama fiqih dalam kitab  Al Iqna

Juz II halaman 133 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya:  “Apabila  ketidak  senangan  seorang  istri  kepada  suaminya  telah

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan

talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

serta  pendapat  ulama  fiqih  dalam  Kitab  Fiqh  Sunnah Juz  II  halaman  248,

kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :
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اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا

الصلح عن القاضي وعجز لهما امثا بين العشرة دوام معه ليطاق ممّا

  بائنة طلقة طلقها بينهما

Artinya :  “Maka apabila  telah  tetap  gugatan isteri  dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

menyakitkan  itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Manna adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini  dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan

Agama Manna pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

sebagai  Hakim  Tunggal.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka
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untuk  umum secara  elektronik  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui

Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga dengan dibantu oleh M.

Sahrun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara

elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd 

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ttd 

M. Sahrun, S.Ag.
Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran  : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat  : Rp 20.000,00
c. Redaksi  : Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan  : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses  :  Rp

100.000,00
 Panggilan  :  Rp

60.000,00
 Pemberitahuan  isi  putusan

 : Rp 30.000,00
 Meterai  :  Rp
                                                                             10.000,00  

J u m l a h : Rp 270.000,00
Terbilang: (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manna

Ttd 
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EDO AWISMAR, S.H., M.H.
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